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ABSTRAK 

PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR WISATA DANAU TOBA 

KABUPATEN TOBA SAMOSIR SUMATERA UTARA 

Oleh: 

MUHAMMAD REIHAN 

01870614035 

 

 
Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas balas jasa 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Tujuan penelitian 

ini untuk memberikan gambaran pengelolaan retribusi parkir wisata Danau Toba 

dengan memperhatikan pemanfaatan lahan parkir,sistem pemungutan serta 

pengawasan di BAPPEDA Kabupaten toba samosir provinsi sumatra utara. 

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif. Dimana dilakukan 

wawancara dan pengelolaan analisis kemudia diolah sehingga diperoleh data. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan retribusi parkir wisata danau 

toba di BAPPEDA Kabupaten toba samosir masih belum optimal dilihat dari 

sistem pengawasan sehinnga menghambat pencapaian target pendapatan namun 

hendaklah dapat ditingkatkan lagi untuk kedepanya. 

 

Kata Kunci : Retribusi Parkir 
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ABSTRACT 

 

MANAGEMENT OF LAKE TOBA TOURISM PARKING 

RETRIBUTIONS TOBA REGENCY SAMOSIR NORTH SUMATRA 

 

Oleh: 

MUHAMMAD REIHAN 

01870614035 

 

Regional levies are regional levies as payments for remuneration or the granting 

of certain permits specifically provided and/or granted by the regional government 

for the benefit of individuals or entities. The purpose of this study is to provide an 

overview of the management of Lake Toba tourist parking fees by paying 

attention to the use of parking lots, collection systems and supervision at 

BAPPEDA, Toba Samosir Regency, North Sumatra Province. The author uses a 

qualitative, descriptive approach. Where interviews and analysis management are 

then processed to obtain data. The results of this study indicate that the 

management of the Lake Toba tourist parking levy at BAPPEDA Toba Samosir 

Regency is still not optimal seen from the supervision system so that it hinders the 

achievement of revenue targets but should be improved in the future. 

 

Keywords : Parking Retribution 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Pembangunan secara umum diartikan sebagai suatu usaha untuk lebih 

meningkatkan produktifitas sumber daya alam, sumber daya potensial yang 

dimiliki oleh suatu negara berupa sumber daya alam sumber daya manusia 

maupun sumber daya finansial. Dengan demikian pembangunan pada dasarnya 

dapat dikatakan usaha dasar untuk mengubah masa lampau yang buruk menjadi 

zaman baru yang lebih baik untuk mewariskan masa depan kepada generasi yang 

akan datang.  

Keberhasilan penyelenggaraan perparkiran dalam era Otonomi Daerah dapat 

terlihat pada kemampuan daerah dan memanfaatkan kewenangan luas, nyata, dan 

bertanggung jawab secara profesional dalam menggali sumber-sumber 

Pendapatan Asli Daerah. 

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional pada 

hakekatnya diharuskan untuk mengembangkan kemandirian tiap-tiap daerah 

sesuai potensi sumber daya yang dimilikinya dan bertujuan untuk meningkatkan 

taraf hidup dan kesejahteraan merata dan terpadu. 

Untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan maka daerah / 

kota lebih dituntut untuk menggali seoptimal mungkin sumber-sumber 

keuangannya seperti: Pajak, retribusi atau pungutan yang merupakan sumber- 
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sumber Pendapatan Asli Daerah, seperti yang tertuang dalam undang-undang 

Nomor 32 tahun 2004  

a. Pendapatan Pajak Daerah, meliputi :  

1. Hasil pajak daerah;  

2. Hasil retribusi daerah;  

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan dan  

4. Lain lain pendapatan daerah yang sah.  

5. Dalam perimbangan  

6. Pinjaman daerah  

7. Lain lain pendaptan daerah yang sah  

Pemberian Otonomi Daerah dimaksud untuk meningkatkan daya guna dan 

hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mengatur dan mengurus 

daerahnya sendiri, terutama dalam membiayai pembangunan dewasa ini.Dengan 

diberikan hak kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri tanpa campur tangan pihak lain adalah sangat tepat karena dengan 

demikian sudah memiliki kekuatan hukum untuk menentukan kebijakan dalam 

pengelolaan daerahnya, meskipun pada dasarnya tetap dikordinir oleh pemeritah 

pusat.  

Sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

pemerintah daerah, bahwa: Hal hal yang mendasarkan Undang – Undang ini 

adalah untuk mendorong memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa 

dan kreatifitas serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Oleh 
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sebab itu Undang – Undang ini menempatkan Otonomi Daerah secara utuh pada 

daerah kabupaten dan kota. Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber 

penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan 

peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemarintah daerah salah satunya 

adalah retribusi parkir. 

Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannya dahulu dilakukan oleh 

dinas pendapatan daerah yang berdasar pada peraturan daerah (Perda) Nomor. 27 

tahun 2010, dan kini dikelolah oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informasi yang diserah tugaskan oleh pemerintah Kabupaten Toba Samosir. 

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara 

efektif dan efisien dan dapat mencapai target yang di tentukan, maka setiap daerah 

harus secara mampu menciptakan dan mendorong pelaksanaan pembangunan, 

yang akan meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu 

sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor jasa 

perparkiran, sumber-sumber keuangan atau sumber-sumber pendapatan asli 

daerah seperti yang tertuang dalam undang-undang Nomor32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah Prinsip Otoda menggunakan Otonomi seluas luasnya dalam 

arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan 

pemerintah diluar yang menjadi urusan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. 

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan serta prakarsa dan 

pemberdayaan masyrakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan 
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masyarakat, oleh sebab itu Undang – Undang ini menempatkan otonomi daerah 

secarah utuh pada daerah kabupaten dan kota.  

Perparkiran adalah merupakan bagian dari sub sistem lalu lintas angkutan 

jalan penyelenggaraan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka 

meningkatkan penyelenggaraan kepada masyarakat di bidang perparkiran, 

penataan lingkungan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas serta sebagai 

sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

Perparkiran secara umum juga diartikan sebagai suatu usaha untuk 

melancarkan arus lalu lintas dan meningkatkan produktifitas sumber daya alam 

dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara. Dengan demikian 

perparkiran pada dasar nya dapat dikatakan sebagai usaha dasar untuk 

meningkatkan sumber daya alam, dan sumber daya manusia, dan mengubah masa 

lampau yang buruk menjadi zaman baru yang lebih baik.  

Untuk itu pemerintah daerah Kabupaten Toba Samoasir menetapkan 

Peraturan Daerah tanggal 4 Januari 2012 tentang retribusi parkir Kabupaten Toba 

Samoasir.  

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan perpakiran secara 

efektif dan efisien maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan 

dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. 

Salah satu sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial adalah sektor 

jasa perparkiran, sumber keuangan atau sumber-sumber pendapatan asli daerah, 

seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah. Prinsip otonomi daerah menggunakan otonomi seluas-
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luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua 

urusan pemerintah di luar menjadi urusan yang ditetapkan dalam undang-undang 

ini.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang di kemukakan di atas, maka 

penulis tertarik untuk meneliti dengan mengangkat judul ”PENGELOLAAN 

RETRIBUSI PARKIR WISATA DANAU TOBA KABUPATEN TOBA SAMOSIR 

SUMATRA UTARA” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya,maka 

permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebahgai berikut: 

1. Bagaimana pemanfaatan lahan parkir wisata Danau Toba Kabupaten 

Toba Samosir Sumatera Utara? 

2. Bagaimana sistem pemungutan retribusi parkir wisata Danau Toba 

Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara.? 

3. Bagaimana pengawasan retribusi parkir wisata Danau Toba Kabupaten 

Toba Samosir Sumatera Utara? 

4. Apa kendala-kendala dalam pengelolaan retribusi parkir Danau Toba 

Kabupaten Toba samosir Sumatera Utara? 

1.3. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penulisan ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pemanfaatan parkir wisata Danau Toba Kabupaten 

Toba Samosir Sumatera Utara. 
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2. Untuk mengetahui sistem pemungutan retribusi parkir wisata Danau Toba 

Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara. 

3. Untuk Mengetahui pengawasan retribusi parkir wisata Danau Toba 

Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara. 

4. Untuk Mengetahui kendala-kendala dalam pengelolaan retribusi parkir 

wisata Danau Toba Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara. 

1.4. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat bagi penulis : 

Menambah wawasan bagaimana pengelolaan retribusi parkir dan 

pelaksanaanya. 

2. Manfaat bagi pembaca : 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai tolak ukur dan 

referensi untuk penelitian yang berkaitan tentang retribusi parkir wisata. 

1.5. Metode Penelitian 

1.5.1. Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian dan pengambilan data dilakukan ( alamat : Jalan siborong-

borong,parapat Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara) 

1.5.2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini di lakukan terhitung dari bulan Juni sampai dengan 

bulan Juli 2021 
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1.5.3. Jenis Data 

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:  

1. Data Primer 

Merupakan data yang dikumpulkan oleh penulis yang diperoleh secara 

langsung dari sumber yang berwenang, seperti wawancara dengan pihak-

pihak yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan sumber data yang 

diperoleh adalah sumber data langsung dari sumber aslinya, BAPPED 

Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara. 

2. Data Sekunder  

Merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui 

media perantara, perpustakaan dan sumber-sumber yang lainnya secara 

relevan. 

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data 

Penulis mengumpulkan data dengan teknik interview dan dokumentasi.  

1. Interview (wawancara)  

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang masalah  

yang terkait secara langsung dan terbuka terhadap pihak kantor 

khususnya kepala bidang penagihan dan perhitungan, yang dianggap 

mampu memberikan masukan data dan informasi yang di berikan kepada  

penyusunan penelitian ini.  

2. Dokumentasi Yaitu mekanisme pengumpulan data yang di lakukan 

dengan cara mempelajari data atau dokumen yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini 
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1.5.5.  Analisis Data 

 Penulis menganalisis data yang di peroleh dengan menggunakan 

penjelasan yang bersifat kualitatif dan deskriptif, yaitu mengambarkan objek suatu 

hasil penelitian. 

1.6.  Sistem Penulisan 

 Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa 

yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan 

proposal ini terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut :  

BAB 1 : PENDAHULUAN  

  Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, tujuan 

penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, teknik 

pengumpulan data dan sistematika penulisan.  

BAB II  :  GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN  

  Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum, struktur 

ornaisasi, tugas pokok dan fungsi, dan susunan organisasi 

BAPPEDA Kabupaten Toba Samosir. 

BAB III  :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

  Bagian ini berisikan pembahasan tentang pengelolaan dalam 

Pemanfaatan,sistem pemungutan, pengawaasan serta kendala-

kendala dalam pengelolaan retribusi parkir wisata danau Toba di 

BAPPEDA Kabupaten Toba Samosir 
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BAB IV : PENUTUP 

  Bagian ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimplan 

dan saran mengenai hal-hal yang telah ditemukan dari beberapa 

saran yang menjadi bahan masukan dalam peninjauan Pengelolaan 

retribusi parkir wisata. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN- LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

2.1. Sejarah singkat Badan Pendapatan Daerah Toba Samosir 

BAPPEDA adalah singkatan dari Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah. BAPPEDA Kabupaten samosir dibentuk pada tanggal 28 Desember 2007 

di Pangururan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 

Kabupaten Samosir. Dimana tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan 

pembangunan daerah.   

 

2.2. Visi, Misi dan Tujuan BAPPEDA Kabupaten Samosir  

2.2.1. Visi BAPPEDA Kabupaten Samosir  

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir adalah 

lembaga pemerintah dimana tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan 

pembangunan daerah kabupaten samosir dengan menetapkan visinya adalah 

sebagai berikut: “Perencanaan Pembangunan Daerah”. 

2.2.2. Misi BAPPEDA Kabupaten Samosir  

Visi dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang menjadi tanggung jawab 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir. Oleh karena itu 

misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir adalah 

sebagai berikut:  

10 



11 

 
 

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas SDM perencanaan 

pembangunan;  

2. Meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan daerah;  

3. Meningkatkan kerjasama perencanaan pembangunan.  

2.2.3. Tujuan dan Sasaran BAPPEDA Kabupaten Samosir  

Sebagai suatu instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi 

sebagai penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan 

pembangunan daerah, BAPPEDA diharuskan dapat mencapai Visi dan Misi yang 

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BAPPEDA Tahun 2011-2015, untuk 

mencapai Visi dan Misi yang sudah ditetapkan tersebut, maka disusun tujuan yang 

merupakan penjabaran dari misi adalah sebagai berikut:  

1. Meningkatkan fungsi manajemen kelembagaan perencanaan 

pembangunan daerah;  

2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perencanaan 

pembangunan;  

3. Terwujudnya rencana pembangunan yang mampu menjawab dinamika 

permasalahan pembangunan kabupaten samosir;  

4. Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan lingkup SKPD 

kabupaten samosir, regional dan nasional.  

Berdasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan BAPPEDA Kabupaten 

Samosir yang akan dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi, maka dapat 

dirumuskan sasaran yang merupakan penjabaran dari pernyataan tujuan yaitu 

sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah ini dalam 
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jangka waktu satu tahunan. Berdasarkan kaedah dan batasan ini maka telah 

ditetapkan Sasaran BAPPEDA Kabupaten Samosir sebagai berikut: 

1. Terselenggaranya pembangunan kapasitas lembaga perencanaan 

pembangunan.  

2. Tersedianya SDM perencanaan pembangunan yang berkualitas dan 

profesional. 

3. Terlaksananya mekanisma perencanaan daerah yang akomodatif terhadap 

aspirasi seluruh komponen.  

4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang 

efisien dan efektif sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan 

periode berikutnya dengan dukungan data yang up to date.   

5. . Terbentuknya kerjasama regional maupun nasional untuk pembangunan 

kawasan danau toba dan Kabupaten Samosir. 

  

2.3. Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten  Toba Samosir. 

Struktur organisasi organisasi memegang peranan penting dalam pencapaian 

tujuan organisasi. Salah satu alat untuk mencapai tujuan tersebut adalah struktur 

organisasi yang jelas dan disusun berdasarkan kondisi yang berlaku dalam 

organisasi tersebut. Dari struktur organisasi jelas terlihat adanya pembagian tugas, 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing posisi sehinga memungkinkan 

orang-orang bekerja secara efisien dan efektif. Sruktur organisasi BAPPEDA 

Kabupaten Samosir adalah struktur garis yang dapat dilihat pada gambar di bawah 

ini. Artinya setiap bawahan mempunyai atasan langsung sehingga pegawai akan 
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menerima perintah langsung dari atasan secara vertikal sesuai dengan garis 

wewenangnya langsung dari pihak pimpinan kepada bawahan. 

Susunan Organisasi BAPPEDA Toba Samosir terdiri dari : 

1. Kepala BAPPEDA 

2. Sekretaris BAPPEDA terdiri dari : 

a. Kasubag Keuangan dan Kepegawaian 

b. Kasubag Umum dan Perlengkapan 

c. Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan 

3. Kabid Perekonomian terdari dari: 

a. Kasubid Dunia Usaha dan Perekonomian Rakyat 

b. Kasubid Sumber Daya Manusia 

4. Kabid Pemerintah dan Sosial Budaya terdiri dari : 

a. Kasubid Pemerintah 

b. Kasubid Sosial Budaya 

5. Kabid Fisik dan Prasarana terdiri dari : 

a. Kasubid Sarana Prasarana Pemerintah 

b. Kasubid Sarana dan Prasarana Umum 

6. Kabid Statistik terdari dari : 

a. Kasubid Pengelolaan Data Elektronik 

b. Kasubid Kerjasama dan Pengembangan Statistik 
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KEPALA BAPPEDA
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Gambar 2.1. Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Toba Samosir. 

 

2.4. Uraian Tugas Bagian Organisasi BAPPEDA  Kabupaten Toba Samosir 

1. Kepala Bappeda 

Kepala Bappeda mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam 

melaksanakan tugas di bidang perencanaan dan pembangunan daerah. Dalam 

melaksanakan tugas tersebut Kepala Bappeda mempunyai fungsi:  

a. Memimpin, mengendalikan, mengawasi dan mengkoordinasikan semua 

kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan daerah; 



15 

 
 

b. Memberikan informasi, saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati 

untuk dijadikan sebagai bahan dalam menetapkan kebijakan dan membuat 

keputusan yang menyangkut dengan Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah; 

c. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 

pembangunan daerah kabupaten yang terdiri dari pola umum 

pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;  

d.  Menyusun program tahunan sebagai pelaksanaan pada poin (3) yang 

dapat dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi 

dan/atau Pemerintah kabupaten untuk melaksanakan Program Nasional, 

Program Provinsi dan Program kabupaten; 

e. Menganalisa serta menguji Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) untuk selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) sesuai dengan visi dan misi kabupaten;  

f. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi yang terkait dengan 

Perencanaan Pembangunan baik secara intern dalam kabupaten maupun 

antar kabupaten, Provinsi dan tingkat Nasional;  

g. Melakukan monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang 

sedang dan telah dilaksanakan, dalam rangka akuntabilitas pembangunan;  

h. Mengelola administrasi umum yang meliputi kesekretariatan, umum, 

perlengkapan, kepegawaian dan keuangan; 
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i. Mengkoordinasi, memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan 

petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun 

tertulis; 

j. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada 

Bupati melalui Sekdakab; 

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.  

2. Sekretaris BAPPEDA 

Sekretaris Badan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam 

melaksanakan tugas di bidang ketatausahaan yang meliputi pengelolaan 

administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, perencanaan, evaluasi 

dan pelaporan yang berkaitan dengan kerumahtanggaan dan urusan umum Badan. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Badan  mempunyai fungsi : 

a. Melakukan penataan administrasi Badan meliputi administrasi 

kepegawaian, peralatan dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, 

kearsipan dan surat-menyurat;  

b. Menyusun program kerja Sekretaris Badan; 

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas bidang; 

d. Menghimpun dan mengkoordinasikan usulan pembangunan dari tingkat 

kecamatan; 

e. Mengkoordinasikan perencanaan program SKPD dalam penyusunan 

APBD;  

f. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan; 

g. Melakukan urusan umum dan perlengkapan; 
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h. Melakukan urusan keuangan dan kepegawaian;  

i. Melakukan urusan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

ítem Badan;  

j. Memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada 

bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis;  

k. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada 

Kepala Badan; 

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.  

3.  Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan  

Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok 

membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang urusan umum dan 

perlengkapan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Umum dan 

Perlengkapan mempunyai fungsi : 

a. Merencanakan dan menganalisa kebutuhan, peralatan dan perlengkapan 

setiap tahunnya; 

b. Melaksanakan pengurusan, pendistribusian dan pemeliharaan terhadap 

perlengkapan dan peralatan; 

c. Melaksanakan pengurusan dan pemeliharaan arsip surat-menyurat dan 

dokumen lainnya;  

d. Menghimpun dan memfasilitasi peraturan perundang-undangan yang 

mendukung tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam 

rangka penyelenggaraan pembangunan;  

e. Membuat administrasi inventaris barang sesuai aturan yang berlaku;  
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f. Memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada 

bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis; 

g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada 

Sekretaris; 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. 

4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian  

Kepala Sub bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas 

membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang keuangan dan 

kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Keuangan dan 

Kepegawaian mempunyai fungsi : 

a. Melaksanakan tata administrasi keuangan dan kepegawaian;  

b. Menyusun rencana kebutuhan keuangan dan kepegawaian;  

c. Menghimpun berbagai peraturan perundang-undangan di bidang keuangan 

dan kepegawaian; 

d. Menghimpun dan memelihara berbagai dokumen keuangan dan 

kepegawaian;  

e. Menyusun rencana kegiatan sosial pegawai;  

f. Memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada 

bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis;  

g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada 

Sekretaris;  

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.  
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5. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan  

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas 

pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian 

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi : 

a. Mengumpulkan bahan dan pedoman serta petunjuk teknis untuk 

penyusunan dokumen perencanaan;  

b. Mengumpulkan bahan dan pedoman serta petunjuk teknis dalam 

penyusunan kebijakan perencanaan; 

c. Menyusun rencana pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas 

pelaksanaan pembangunan; 

d. Menghimpun data usulan kegiatan pembangunan dari tiap stakeholder;  

e.  Menyusun dokumen usulan pembangunan;  

f. Memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada 

bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis;  

g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada 

Sekretaris;  

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.  

6. Kepala Bidang Perekonomian  

 bidang perekonomian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan 

dalam melaksanakan tugas di bidang perekonomian yang meliputi:  

a. Mengkoordinasikan penyusunan program bidang perekonomian dengan 

semua stakeholders;  
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b. Menghimpun data dasar untuk menyusun rencana dan kebijakan di 

bidang perekonomian; 

c. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan secara periodik; 

d. Melakukan penataan administrasi Bidang Perekonomian;  

e. Membuat kajian tentang pola pengembangan ekonomi untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat;  

f. Melakukan evaluasi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 

bidang perekonomian;  

g. Memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada 

bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis;  

h. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada 

Kepala Badan melalui Sektretaris; 

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan. 

7. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam  

Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok membantu 

Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas di bidang sumber daya alam. Dalam 

melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam mempunyai 

fungsi :  

a. Melakukan penelitian rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

terkait dengan urusan sumber daya alam; 

b. Menghimpun dan mengkoordinasikan data dasar untuk penyusunan 

perencanaan pembangunan yang terkait dengan urusan pemanfaatan 

sumber daya alam;  
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c. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan bidang sumber daya alam 

dengan semua stakeholder; 

d. Mengkoordinasikan penetapan prioritas program Satuan Kerja Perangkat 

Daerah menyangkut sumber daya alam;  

e. Memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada 

bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis;  

f. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada 

Kepala Bidang;  

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan.  

8. Kepala Sub Bidang Dunia Usaha dan Perekonomian Rakyat  

Kepala Sub Bidang Dunia Usaha dan Perekonomian Rakyat mempunyai 

tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas di bidang dunia 

usaha dan perekonomian rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub 

Bidang Dunia Usaha dan Perekonomian Rakyat mempunyai fungsi : 

a. Melakukan penelitian rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

terkait dengan urusan dunia usaha dan perekonomian rakyat;  

b. Menghimpun dan mengkoordinasikan data dasar untuk penyusunan 

perencanaan pembangunan yang terkait dengan urusan peningkatan dunia 

usaha dan perekonomian rakyat; 

c. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan bidang dunia usaha dan 

perekonomian rakyat dengan semua stakeholder; 

d. Mengkoordinasikan penetapan prioritas program Satuan Kerja Perangkat 

Daerah menyangkut dunia usaha dan perekonomian rakyat; 
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e. Memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada 

bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis; 

f. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada 

Kepala Bidang;  

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan.  

9. Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya  

Kepala bidang pemerintahan dan sosial budaya mempunyai tugas pokok 

membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas di bidang pemerintahan dan 

sosial budaya yang meliputi:  

a. Mengkoordinasikan penyusunan program bidang pemerintahan dan sosial 

budaya dengan semua stakeholders; 

b. Menghimpun data dasar untuk peyusunan rencana dan kebijakan di bidang 

pemerintahan dan sosial budaya;  

c. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan secara periodik;  

d. Melakukan penataan administrasi di bidang pemerintahan dan sosial 

budaya;  

e. Membuat kajian tentang pola pengembangan pemerintahan dan sosial 

budaya;  

f. Melakukan evaluasi rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang 

pemerintahan dan sosial budaya; 

g. Memberi arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada 

bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis;  
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h. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada 

kepala Badan melalui Sektretaris;  

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan.  

10. Kepala Sub Bidang Pemerintahan  

Kepala Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu 

Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas di bidang pemerintahan. Dalam 

melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :  

a. Melakukan penelitian rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 

yang terkait dengan urusan pemerintahan;  

b. Menghimpun dan mengkoordinasikan data dasar untuk penyusunan 

perencanaan pembangunan yang terkait dengan urusan pemerintahan;  

c.  Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan bidang pemerintahan 

dengan semua stakeholder;  

d. Mengkoordinasikan penetapan prioritas program Satuan Kerja 

Perangkat Daerah menyangkut pemerintahan; 

e. Memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada 

bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis;  

f. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada 

Kepala Bidang;  

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan.  
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11. Kepala Sub Bidang Sosial Budaya 

Kepala Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok membantu 

Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas di bidang pemerintahan. Dalam 

melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi : 

a. Melakukan penelitian rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

terkait dengan urusan sosial budaya;  

b. Menghimpun dan mengkoordinasikan data dasar untuk penyusunan 

perencanaan pembangunan yang terkait dengan urusan sosial budaya;  

c. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan bidang sosial budaya dengan 

semua stakeholder; 

d. Mengkoordinasikan penetapan prioritas program Satuan Kerja Perangkat 

Daerah menyangkut sosial budaya; 

e. Memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada 

bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis;  

f. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada 

Kepala Bidang; 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan.  

12. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana  

Kepala bidang fisik dan prasarana mempunyai tugas pokok membantu 

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas di bidang fisik dan prasarana yang 

meliputi :  

a. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan fisik dan prasarana kepada 

semua stakeholders;  
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b. Menghimpun data dasar untuk peyusunan rencana dan kebijakan di bidang 

fisik dan prasarana; 

c. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan kebutuhan bidang fisik dan 

prasarana secara periodik;  

d. Melakukan penataan administrasi di bidang fisik dan prasarana;  

e. Mengkoordinasikan penetapan prioritas program dan kegiatan di bidang 

fisik dan prasarana;  

f. Melakukan evaluasi terhadap usulan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat 

Daerah tentang kegiatan di bidang fisik dan prasarana;  

g. Memberi arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada 

bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis; 

h. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada 

Kepala Badan melalui Sektretaris;  

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan. 

13. Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Umum 

 Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Umum mempunyai tugas pokok 

membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas di bidang pemerintahan. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Umum 

mempunyai fungsi :  

a. Melakukan penelitian rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di 

bidang sarana dan prasarana umum; 

b. Mengkoordinasikan data dasar perencanaan di bidang sarana dan 

prasarana umum dengan instansi terkait; 
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c.  Menyusun prioritas program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

yang terkait dengan bidang sarana dan prasarana umum; 

d. Memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada 

bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis;  

e. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada 

Kepala Bidang;  

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan.  

14. Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan  

Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan mempunyai tugas 

pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas di bidang 

pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bidang Sarana dan 

Prasarana Pemerintahan mempunyai fungsi:  

a. Melakukan penelitian rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di 

bidang sarana dan prasarana pemerintahan;  

b. Mengkoordinasikan data dasar perencanaan di bidang sarana dan 

prasarana pemerintahan dengan instansi terkait; 

c. Menyusun prioritas program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

yang terkait dengan bidang sarana dan prasarana pemerintahan;  

d. Memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada 

bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis;  

e. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada 

Kepala Bidang;  

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan.  
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15. Kepala Bidang Statistik  

 Kepala bidang statistik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan 

dalam melaksanakan tugas di bidang statistik yang meliputi :  

a. Menyusun rencana pembuatan data statistik; 

b. Melaksanakan penataan administrasi bidang statistik; 

c. Melakukan kerjasama penyelenggaraan statistik dengan instansi 

pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mewujudkan dan 

mengembangkan sistem statistik yang berkualitas; 

d. Menyiapkan data elektronik sesuai kebutuhan pemerintah kabupaten;  

e. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam 

pengkajian data penyelenggaraan pembangunan; 

f. Mengkoordinasikan penetapan prioritas kegiatan di bidang statistik 

g.  Memberi arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada 

bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis; 

h. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada 

Kepala Badan melalui Sektretaris; 

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan. 

16. Kepala Sub Bidang Kerjasama dan Pengembangan Statistik  

 Kepala Sub Bidang Kerjasama dan Pengembangan Statistik mempunyai 

tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas di bidang 

kerjasama dan pengembangan statistik. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala 

Sub Bidang Kerjasama dan Pengembangan Statistik mempunyai fungsi sebagai 

berikut :  
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a. Menyusun rencana pengembangan statistik kabupaten;  

b. Menyusun buku statistik hasil kerjasama dengan semua pihak terkait;  

c. Menyiapkan usulan prioritas program dan kegiatan kepada Kepala Bidang 

Statistik;  

d. Melakukan kerjasama penyelenggaraan statistik dengan instansi 

pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan dan 

mengembangkan statistik yang berkualitas; 

e. Memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada 

bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis;  

f. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada 

Kepala Bidang;  

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan.  

17. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Elektronik  

 Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Elektronik mempunyai tugas pokok 

membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas di bidang pengolahan data 

elektronik. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data 

Elektronik mempunyai fungsi :  

a. Menyusun dan menyiapkan data elektronik tentang pembangunan;  

b. Menyiapkan usulan prioritas program untuk pengembangan data 

elektronik; 

c. Melaksanakan pengolahan data elektronik sesuai dengan kebutuhan 

pemerintah kabupaten;  
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d. Menghimpun data dan menyusun data elektronik dalam rangka penyajian 

statistik yang berkaitan dengan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan pembangunan daerah;  

e. Menyusun rencana kebutuhan untuk pembuatan data elektronik;  

f. Memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada 

bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis;  

g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada 

Kepala Bidang;  

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan. 

18. Unit Pelaksanaan Teknis  

Unit Pelaksanaan Teknis di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

berada di bawaha dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai 21 

tugas membantu Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksanaan 

Teknis memiliki fungsi sebagai berikut :  

a. Memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan Unit Pelaksanaan 

teknis  

b. Menetapkan rencana kerja operasional tahunan ; 

c. Menyelenggarakan peraturan pelayanan umum bidang PKB dan BBNK; 

d.  Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait ; 

e. Menyelenggarakan evaluasi dan pelapor kegiatan UPT; 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan tinjauan praktek atau penelitian yang penulis lakukan maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemanfaatan  parkir wisata yang ada di datau toba yang ditetapkan oleh 

Bappeda kabupaten toba samosir sudah efisien dan nyaman bagi pengujung.  

2. Upaya Dalam melakukan pemungutan retribusi parkir, dinas terkait bekerja 

sama dengan pihak ketiga (juru parkir) untuk melakukan pemungutan di 

setiap objek yang sudah di tentukan. Retribusi dipungut menggunakan Surat 

Ketetapan Retribusi Daerah (STRD) berupa karcis parkir, kemudian hasil 

retribusi di setorkan secara bruto ke kas daerah menggunakan Surat Setoran 

Retribusi Daerah (SSRD). 

3. Upaya yang dilakukan Oleh Bappeda Kabupaten Toba Samosir dalam 

meningkatkan sisem pengawasan yaitu; 

a. Setiap kendaraan yang parkir di suatu tempat parkir harus mematuhi 

semua rambu-rambu parkir.  

b. Setiap penggunaan jasa parkir wajib menggunakan karcis yang 

diporporasi/dokumen lain yang dipermasalahkan.  

c. Setiap pengguna jasa parkir wajib memelihara ketertiban dan kebersihan 

tempat parkir. 

d. Pengguna jasa parkir dilarang melakukan kegiatan selain parkir 

60 
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e. pada kinerja petugasnya dan di berikan sanksi apabila terjadi pelanggaran 

yang dilakukan petugaas pemungut agar proses pengelolaan retribusi 

parkir berjalan dengan baik. 

4. Upaya-upaya dalam pengelolaan retribusi parkir Danau Toba Kabupaten 

Toba samosir Sumatera Utara 

1. Dari pertugas parkir  

d. Memperbanyak lahan parkir 

e. Meningkatkan Sistem keamanan 

f. Memberikan sanksi kepada pungutan liar dan  preman-preman yang ada 

di lokasi parkir wisata Danau Toba 

2. Dari unit pelaksanaan daerah pengelolaan perparkiran 

d. Lebih teliti dan waspada dengan  adanya  petugas parkir yang tidak 

resmi 

e. Selalu memperhatikan Lahan parkir yang berbatasan langsung dengan 

jalan besar 

f. Mempertegas petugas untuk melakukan pengawasan dan penertiban  

 

4.2. Saran 

Dari pembahasan dan kesimpulan yang ada, maka penulis dapat 

memberikan masukan atau saran-saran yang mungkin berguna nantinya untuk 

dijadikan sebagai pertimbangan bagi Kantor Dinas BAPPEDA Kabupaten Toba 

Samosir dalam mengelola retribusi parkir Wisata Danau Toba , yaitu sebagai  

1. Kantor BAPPEDA Kabupaten Toba Samosir hendaknya 

mensosialisasikan proses pengolahan retribusi parkir kepada Juru parkir  
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lebih mengerti tentang proses pengolahan retribusi parkir yang harus juru 

parkir ikuti. Dalam memberikan pengetahuan tentang Retribusi Parkir 

dalam hal ini khususnya sektor Retribusi Parkir agar pengujung wisata 

mengetahui arti pentingnya pembayaran retibusi parkir dan lainnya yang 

sebenarnya demi kemajuan, kenyaman dan kelestarian saat 

mengunjungin tempat wisata toba samosir. 

2. Dengan berkembangnya tempat wisata toba samosir yang perlu 

dilakukan pengawasan yang lebih efektif untuk mengola retibusi derah 

dengan cara pengawassan, pendataan yang lebih optimal, lengkap dan 

sesuai dengan keadaan tempat. Agar tidak ada kelalai saat pengelolaan 

retribusi parkir dan pengawasan atau pengamanan pada jukir liar yang 

merugikan pengujung wisata toba samosir. 

3. Sistem pemungutan, pengolaan Retribusi Parkir pada Kantor BAPPEDA 

Kabupaten Toba Samosir harus lebih diperhatikan, sehingga tidak akan 

menimbulkan kesalahan dalam pengolaan dan pemungutannya.  

4. Kantor BAPPEDA Kabupaten Toba Samosir diharapkan untuk 

menyampaikan SSRD kepada Kas Daerah sesegera mungkin agar bisa 

melakukan perbaikan tempat wisata tersebut agar pengujung wisata 

mendapatkan pelayanan yang baik dan nyaman. 

5. Sebaiknya pihak Pemerintah daerah memberikan penghargaan bagi jukir 

dan pegawai BAPPEDA yang telah mengikutin peraturan yang di tetap 

kan Pemerintah Daerah, mengelola, pelestarian dan penyetoran  SSRD 

tepat pada waktunya, agar meningkat tempat wisata Toba Samosir dalam 

pengelolaan Retribusi Daerah sehingga target penerimaan Restibusi dari 

tahun ketahun dapat tercapai dan meningkat. 
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Lampiran 

 

1. Dokumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surat Lanjutan Ke Ketua Kesbagpol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 
 

Kepala BAPPEDA 

 

Salah Satu Objek Dikelilingin Danau Toba  
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2. Format Wawancara  

 

Pertanyaan Wawancara 

Judul : “Pengelolaan Retribusi Parkir Wisata Danau Toba Kabupaten Toba 

Samosir Sumatera Utara” 

1. Apa yang dimaksud dengan Pengelolaan Retribusi Parkir? 

2. Apa tujuan dari Pengelolaan Retribusi Parkir? 

3. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Dinas BAPPEDA  

untuk pengelola retribusi parkir? 

4. Bagaimana pemanfaatan lahan parkir wisata Danau Toba Kabupaten Toba 

SamosirSumatera Utara? 

5. Bagaimana sistem pemungutan retribusi parkir wisata Danau Toba 

Kabupaten Toba SamosirSumatera Utara.? 

6. Bagaimana pengawasan retribusi parkir wisata Danau Toba Kabupaten 

Toba SamosirSumatera Utara? 

7. Apa kendala-kendala dalam pengelolaan retribusi parkir Danau Toba 

Kabupaten Toba samosir Sumatera Utara 
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3. Surat Bimbingan Laporan Penelitian 
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4. Surat Ijin Melakukan Penelitian Ke BAPPEDA Toba 
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5. Surat Penelitian 
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6. Surat Pernyataan Penyerahan Laporan Hasil Penelitian 
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